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KEPUTUSAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR: 59. K/MG. 01/MEM. M/2025 
TENTANG 

HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN JANUARI 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga, 
dan Harga Minyak Mentah Indonesia, Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral menetapkan Formula Harga Minyak 
Mentah Indonesia; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat 
(4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan 
Metodologi, Formula Harga, dan Harga Minyak Mentah 
Indonesia, Harga Minyak Mentah Indonesia dihitung dan 
ditetapkan setiap bulan berdasarkan Formula Harga 
Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga 
Minyak Mentah Indonesia Bulan Januari 2025; 

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5047); 

4 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang 
Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan 
Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2010 ten tang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan 
Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6066); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang 
Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas 
Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5696); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 201 7 ten tang 
Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak 
dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6172) ; 

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62); 

8 . Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365); 

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan 
Metodologi, Formula Harga, dan Harga Minyak Mentah 
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 1204); 

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414); 
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11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 61.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula Harga 
Minyak Mentah Indonesia sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral Nomor 294.K/ 
MG.01/MEM.M/2024 tentang Perubahan Ketujuh atas 
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 61.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula Harga 
Minyak Mentah Indonesia; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan KEPUTUSAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA 
BULAN JANUARI 2025. 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

Menetapkan Harga Minyak Mentah Indonesia bulan Januari 
2025 yang meliputi harga untuk: 
a. Minyak Mentah Utama; dan 
b. Minyak Mentah Lainnya yang terdiri atas harga untuk: 

1) Minyak Mentah Permanen; dan 
2) Minyak Mentah Sementara, 

sebagaimana tercan tum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini 

Harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia untuk bulan 
Januari 2025 ditetapkan sebesar US$76,81/barrel. 

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 
dengan ketentuan apabila diperlukan maka akan diadakan 
perubahan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 12 Februar i 2025 

MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

BAHLIL LAHADALIA 
Tembusan: 
1. Menteri Keuangan 
2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
5. Direktur Jenderal Minyak dan.Gas Bumi 
6. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan 

Gas Bumi 
7. Kepala B gelola Migas Aceh 
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